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ABSTRAK 
 

(A) Nama: Jessica Fionita (NIM: 207221016) 
(B) Judul Tesis: Analisis Pertanggungjawaban Hukum Direksi Terhadap Perseroan 

Perorangan yang Dipailitkan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 2023 

(C) Halaman: ix + 153 + 75 + 2023 
(D) Kata Kunci: Cipta Kerja, Perseroan Perorangan, Tanggung Jawab. 
(E) Isi: 

Perseroan Perorangan merupakan badan hukum baru yang muncul setelah 
adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Perseroan Perorangan merupakan badan 
hukum yang dapat didirikan hanya dengan satu orang pendiri saja, yakni 
pemegang saham yang merangkap sebagai direktur perseroan perorangan. 
Mengingat adanya rangkap jabatan antara pemegang saham dan direktur, maka 
otomatis terjadi percampuran harta antara harta pribadi pendiri dengan harta 
kekayaan perseroan perorangan. Bagaimana tanggung jawab dari direksi 
perseroan perorangan tersebut apabila terjadi kepailitan? Penulis dalam 
meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode normatif. Data primer 
yang Penulis gunakan berasal dari wawancara dengan narasumber yang 
berkaitan dengan perseroan, sedangkan data sekunder berasal dari buku-buku 
yang berkaitan dengan bidang hukum perusahaan. Hasil penelitian menyatakan 
bahwa meskipun pemegang saham merangkap sebagai direksi perseroan 
perorangan, tanggung jawab dari pemegang saham maupun direksi perseroan 
perorangan tersebut tetaplah merupakan tanggung jawab terbatas. Hal ini 
dikarenakan sejak pendirian perseroan perorangan, pendiri akan diminta untuk 
menginformasikan jumlah saham yang akan dijadikan sebagai harta kekayaan 
perseroan, sehingga apabila terjadi kerugian maka harta perseroan perorangan 
saja yang akan digunakan untuk mengganti kerugian tersebut. Sebaiknya, 
pendiri perseroan perorangan mempelajari ketentuan mengenai perseroan 
perorangan dan Pemerintah sebaiknya melakukan sosialisasi kepada 
masyarakat terkait dengan perseroan perorangan agar tidak terjadi 
kesimpangsiuran di kemudian hari. 

(F) Acuan: 75 (1979-2020) 
(G) Pembimbing 

Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. 
(H) Penulis 
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ABSTRACT 
 

(A) Name: Jessica Fionita (NIM: 207221016) 
(B) Thesis Title: Analysis of the Legal Liability of Directors for Sole Proprietorship 

in Bankruptcy in View of Law Number 6 of 2023 
(C) Pages: ix + 153 + 75 + 2023 
(D) Keywords: Job Creation, Individual Company, Responsibility. 
(E) Content: 

Individual Companies are new legal entities that emerged after the Job 
Creation Law. An Individual Company is a legal entity that can be established 
with only one founder, namely a shareholder who also serves as director of the 
individual company. Considering that there are dual positions between 
shareholders and directors, there will automatically be a mix of assets between 
the personal assets of the founder and the assets of the individual company. 
What are the responsibilities of the directors of the individual company in the 
event of bankruptcy? The author researched this problem using normative 
methods. The primary data that the author uses comes from interviews with 
sources related to the company, while secondary data comes from books 
related to the field of company law. The research results state that even though 
shareholders also serve as directors of individual companies, the responsibility 
of shareholders and directors of individual companies is still limited 
responsibility. This is because since the establishment of an individual 
company, the founder will be asked to inform the number of shares that will be 
used as the company's assets, so that if a loss occurs, only the assets of the 
individual company will be used to compensate for the loss. It is best for 
founders of individual companies to study the provisions regarding individual 
companies and the government should provide outreach to the public 
regarding individual companies so that there is no confusion in the future. 
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